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ABSTRAK 

AKIBAT HUKUM APABILA SALAH SATU PIHAK TIDAK HADIR DALAM 
PERSIDANGAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN 

AGAMA PALEMBANG 

Azharoini Awaliani 

Mediasi adalah cara penyeiesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan bagi para pihak dengan dibantu oleh mediator. 
Berdasarkan prosedur beracara di Pengadiian khususnya Pengadiian Agama setiap 
hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur mediasi yang diatur 
dalam PERMA Mediasi Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di 
Pengadiian. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah 
pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan tidak 
menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan 
putusan batal demi hukum. 

Tujuan Penelitian ini imtuk mengetahui akibat hukum apabila salah satu 
pihak tidak hadir dalam persidangan mediasi perkara perceraian dan mengetahui 
dasar pertimbangan majelis hakim dalam kelanjutan proses persidangan akibat 
ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara dalam sidang perceraian di 
Pengadiian Agama Palembang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
hukum empiris yang bersifat deskriptif yang diambil menggunakan data primer 
dengan melakukan wawancara dan data sekimder dengan mengolah data dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ketidakhadiran salah satu 
pihak dalam persidangan mediasi perkara perceraian menyebabkan mediasi 
dianggap gagal dan dikarenakan tidak menempuh prosedur mediasi tersebut 
mengakibatkan putusan batal demi hukum. Setelah mediasi dinyatakan gagal, 
maka langkah yang diambil oleh Majelis Hakim dalam kelanjutan persidangan 
perkara yaitu 1. Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan tanpa melalui 
prosedur mediasi dan mengakibatkan putusanya batal demi hukum, (2) Majelis 
Hakim menetapkan bahwa perkara perceraian tersebut berakhir atau putus dan 
menyebabkan putusannya tidak diterima atau pennohonannya ditolak. Oleh 
karenanya diharapkan lembaga mediasi lebih di sosialisasikan kepada masyarakat 
sehingga lebih memahaivii maksud dan tujuan mediasi tersebut dan perlunya 
pelatihan dan pendidikan secara rutin bagi para mediator agar lebih menguasai 
dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara. 

Kata Kunci: Akibat hukum, perceraian, media<?i 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan sunatullah bagi manusia. Selain untuk melanjutkan 
keturunan dan menyalurkan fitrah rohani, tujuan perkawinan diantaranya untuk 
membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis yang dapat membentuk suasana 
bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta 
anggota keluarga lainnya. Islam dengan segala kesempumaannya memandang 
perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena 
Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga 
merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan 
perempuan. Di samping itu perkawinan adalah sarana terbaik untuk mewujudkan 
kasih sayang sesama manusia yang pada akhimya akan melahirkan keluarga 
sebagai unit kecii dari kehidupan dalam masyarakat.̂  

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak lepas dari 

kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan 

hubungan antara keluarga suami maupun isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan 

tersebut berakibat teijadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang 

akhimya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga. 

Di era modemisasi ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang 

melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga 

bukan hanya perbedaan-perbedaan prinsip yang dapat memicu perselisihan dalam 

rumah tangga namun kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi juga berakibat sebagai 

penyebab timbulnya permasalahan dalam rumah tangga yang apabila tidak segera 

diselesaikan maka permasalahan tersebut bisa saja semakin besar dan berujung 

pada perceraian. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi 

perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat nlm atau media massa 

' Djamil Latif,1982, Ancka Hukum Perceraian di Indonesia^ Jakarta; Ghalia Induncsia 
,hlni. 12 
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berpengaruh terhadap alasan pemikahan dan perceraian. Budaya semacam ini 

secara tidak langsimg sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat 

ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Kemudian 

kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian di kalangan artis dan 

tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari 

sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukanlah 

hal yang dianggap tabu yang selayaknya dihindari. 

Pada dasamya perceraian itu dilarang, akan tetapi dapat dilakukan dengan 

alasan. Adapim alasan yang dimaksud tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi 
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahim berturut-
turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 
kemauannya. 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih beral setelah perkawinan berlangsung. 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan terhadap pihak Iain. 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan 
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri. 

6. Antara suami dan isteri terus menerus terj adi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukim lagi dalam rumah 
tangga. 

7. Seorang suami tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 3 (tiga) 
bulan lamanya atau lebih. 

Mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia dewasa ini semakin 

banyak anggapan jika sepanjang perkawinan tersebut sering terjadi perselisihan 

atau ketidak harmonisan dalam menjalin sebuah rumah iangga makajalan akliir 

yang banyak ditempuh oleh pasangan suami-i.̂ teri berakhir dengan sebuah 

perceraian. Pasangan suami-isteri yang hendak bcrcerai tidak bisa serta merta 
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memutuskan sendiri bahwa mereka akan bercerai, namun ada sistematika yang 

mengatur. Sesuai dengan prinsip mempersukar teijadinya perceraian maka 

sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadiian yang berwenang setelah pengadiian yang bersangkutan berusaha dan 

tidak beihasil mendamaikan kedua belah pihak". Sedangkan Pasal 40 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan 

bahwa "gugatan perceraian diajukan kepada Pengadiian". Dimaksud dengan 

Pengadiian disini ialah Pengadiian Agama bagi mereka yang beragama Islam dan 

Pengadiian Negeri bagi mereka diluar Agama Islam. 

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan 

suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada 

pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa 

itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu 

perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu 

lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. 

Menurut ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg bahwa Hakim yang 
memeriksa perkara perdata hams terlebih dahulu mengupayakan perdamaian 
kepada para pihak yang berperkara, yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Taliun 2002 tentang 
Pemberdayaan Pengadiian Tingakat Pertama Menerapkan 2 (dua) Lembaga damai 
eks pasai 130 HIR/i54 RBG yang kemudian pada tahun 2003 disempumakan 
melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadiian. 

^ D.Y \\'itanto,2fll 1, Hukum Acara Ivlediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan 
Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. I Tahun 200S Tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadiian, BandungiAlfabeU, Him. 61. 
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Tentang hal yang berhubungan dengan perceraian dikemukakan dalam 

Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975. Dalam pasal-pasal ini dikemukakan bahwa hakim wajib mendamaikan para 

pihak yang berperkara sebelum putusan hakim dij atuhkan. Usaha hakim 

mendamaikan pihak-pihak yang berpericara itu dapat dilakukan pada setiap sidang 

pemeriksaan. Dalam upaya mendamaikan itu hakim wajib menghadirkan pihak 

keluarga atau tetangga dekat pihak-pihak yang berperkara untuk didengar 

keterangannya dan meminta bantuan mereka agar pihak-pihak yang berperkara itu 

dapat rukun kembali. Apabila usaha perdamaian telah dilaksanakan oleh hakin 

seoptimal mungkin, tetapi tidak berhasil maka barulah hakim menjatuhkan 

putusan cerai. Terhadap putusan ini dapat dilaksanakan upaya hukum bempa 

banding dan kasasi. 

Perdamaian atau mediasi pada dasamya mempakan suatu proses 

penyeiesaian sengketa antara dua orang atau lebih melalui perundingan atau cara 

mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. 

Berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung mewajibkan proses mediasi sebelum 

perkara diputus setidaknya didasarkan pada dua alasan sebagaimana tercermin 

dalam konsiderans PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadiian. Pertama, dengan memberlakukan mediasi diharapkan permasalahan 

penumpukan perkara dapat dicegah karena dengan tercapainya kesepakatan 

perdamaian, para pihak tidak akan mengajukan perlawanan hukum hingga 

Mahkamah Agung= Kedua, pengintegrasian mediasi kedalam proses peradilan 
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dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan 

penyeiesaian yang memuaskan dan adi! menurut para pihak itu sendiri. 

Dengan melihat perkembangan hukum perkawinan di Indonesia temyata 
perkara perceraian sering kali diajukan ke Pengadiian Agama dalam bentuk 
kumulasi dengan perkara lainya seperti tuntutan nafkah terutang, mut'ah, nafkah 
iddah, pemeliharaan anak, nafkah anak ataupun harta bersama. Dengan adanya 
kumulasi tersebut, perkara perceraian yang sebelumnya hanya menyangkut 
permasalahan rumah tangga saja kemudian berkembang menyangkut masalah 
nilai dan materiPada saat seperti inilah keberadaan mediator sangat diperlukan 
untuk memfasilitasi upaya bargaining tawar menawar maupun negosiasi mengenai 
tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Demikian halnya dengan hukum, 
setelah proses perceraian berlangsung dan pihak keluarga telah didengar, dengan 
melihat bentuk perselisihamiya hakim d^at mengangkat hukum untuk 
menyelesaikan permasalahannya.̂  

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang mediatoar 

tidaklah berperan sebagai hakim yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak 

pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti arbitrer tetapi lebih 

memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apayang mereka inginkan. 

Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak 

mengklariftkasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan 

panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan 

pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam 

penyeiesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang 

bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kescpakatan-

kesepakatan yang telah dicapai. 

Oleh karena mediasi mempuyai peranan yang sangat penting dalam 

penyeiesaian sengketa perdata, khususnya masalah perceraian, Pengadiian Agama 

^ "Mediasi di Pengadiian Agama", melalui http://tukman-habib.blogspot.co.id/20ii/07/ 
skripsi-judul-mediasi-pengadilan-agama.html. Yang diakses tanggal 28 Oktober 2015 

http://tukman-habib.blogspot.co.id/20ii/07/


6 

Palembang merupakan salah satu Pengadiian yang menangani banyak kasus 

perkara. "Tercatat sepanjang Tahun 2015 telah tecatat 1842 perkara, 1040 kasus 

Cerai Gugat, 264 kasus Cerai Talak, dan 538 kasus perkara lainnya".** Kasus-

kasus tersebut dalam proses persidangan menempuh tahap mediasi dan diharapkan 

tercapai kesepakatan. Para pihak yang berperkara dalam proses mediasi 

mengalami rumah tangga yang parah sehingga apabila hidup rukun kembali, maka 

akan timbul masalah lebih besar. Kategori mediasi dianggap berhasil apabila para 

pihak tetap meneruskan gugatannya, namim akibat dari proses perceraian, contoh: 

nafkah, harta bersama, hadhanah mencapai kesepakatan bersama dalam proses 

mediasi. Sayangnya, dalam praktek pula hal ini hanya dapat terealisasi tidak lebih 

dari 5 (lima) perkara dari jumlah kasus dalam setahun. 

Berangkat dari tujuan awal mediasi di atas, Saya menjadi tertarik untuk 

meneliti tentang mediasi, sehingga penulis merumuskan judul AKIBAT 

HUKUM APABILA SALAH SATU PIHAK TIDAK HADIR DALAM 

PERSIDANGAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN 

AGAMA PALEMBANG. Dari penelitian ini dihar^kan dapat mcmperjelas 

proses peradilan perkara perceraian di Pengadiian agama khususnya sidang 

mediasi perkara perceraian di Pengadiian Agama Palembang. 

B. Permasalahan 

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

^ "Jumlah Perkara Perceraian di Pengadiian Agama", melalui hnp://pa-
paIembang.go.id/page-informasi/perkaraditerima.php, yang diakies pada tanggal 28 Oktober 2015 
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1. Apa akibat hukum apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan 

mediasi perkara perceraian? 

2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam kelanjutan proses 

persidangan akibat ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara? 

C. Ruang Lingkup dan Tnjnan Penelitian 

1. Ruang lingkup dan tujuan penelitian ini hanya terbatas kepada bagaimana 

akibat hukum apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan 

mediasi dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam menindak lanjutkan 

perkara perceraian. 

2. Tujuan Penelitian, yaitu: 

a. Untuk mengetahui akibat hukum apabila salah satu pihak tidak hadir 

dalam sidang mediasi perkara perceraian. 

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam kelanjutan proses 

persidangan akibat ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara. 

D. Kerangka Konseptual 

Sejalan dengan judul penelitian diatas maka yang akan dibahas sebagai 

Kerangka Konseptual penelitian ini, yaitu: 

a. Akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap 

obyek hukum atau akibat-akibat Iain yang disebabkan karena 
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kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah 

ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.* 

b. Persidangan adalah pertemuan formal organisasi guna membabas 

masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang 

dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini 

akan mengikat kepada seluruh elemen organisasi selama belum 

diadakan perubahan atas ketetapan tersebut. Ketetapan ini sifatnya 

final sehingga berlaku bagi yang setuju ataupun yang tidak, hadir 

ataupun tidak hadir ketika persidangan berlangsung.* 

c. Mediasi, Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor I Tahun 2008 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadiian adalah cara penyeiesaian 

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 

para pihak dibantu oleh mediator. 

d. Perceraian, Pengertian perceraian menurut Undang-undang Nomor I 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah berakhimya pericawinan yang 

telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa 

hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. 

' "Pengertian Objek Hukum", melalui http://everythingaboutvanrush88.blogspol.co.id 
/2014/IO/per.gertian-subjck-hukum-objek-hukum-dan.html, yang diakses pada tanggal 6 
November 2015 

* "Pengertian Persidangan", melalui https://id.answers.yahoo.com/question/index 
?qid=20120915225233AAeGoCx, yang diakses pada tanggal 6 November 2015 

http://everythingaboutvanrush88.blogspol.co.id
https://id.answers.yahoo.com/question/index
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e. Pengadiian adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya.̂  

£. Metode Penelitian 

Dalam pengumpulan data penyusunan skripsi ini agar memiliki suatu 

kebenaran yang objektif, penulis menggunakan penelitian ilmiah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum empiris yang 

bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan secara sistematis materi-

materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber kemudian dianalisis 

dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian 

mengenai problematika hakim mediator dalam mendamaikan perkara 

perceraian. Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal pelaksanaan 

mediasi di Pengadiian Agama Palembang dengan berpedoman pada aturan 

hukum yang berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial 

masyarakat, sehingga dapat diperoleh kejelasan di persidangan peradilan. 

2. Metode Pendekatan Masalah 

a. Data Lapangan {field Research) 

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif 

ke lapangan untuk meneliti obyek penelitian tersebut 

1) Lokasi Penelitian 

' Mohammad Daud Ali, 2012, Hukum Islam: Penghaniar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 
Islam di Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers, him. 278 
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Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadiian Agama 

Palembang, disebabkan perihal yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat 

tersebut. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan mdiasi di lokasi 

tersebut 

2) Subyek Penelitian 

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu 

dipertanggungjawabkan oleh penulis, maka yang tepat untuk 

dijadikan rujukan adalah Hakim yang ditunjuk sebagai Mediator 

dan Hakim Pengadiian Agama Palembang yang mampu mengkaji, 

mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutuskan jalannya 

proses mediasi dan para pihak yang berperkara. 

3) Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau obyek yang 

akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang 

berperkara dalam kasus perceraian dan telah terdaftar di 

Pengadiian Agama Palembang dengan petugas mediasi. 

b. Data Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksud 

untuk dapat memecahkan suatu masalah yang timbul dengan 

menggimakan bahan-bahan: 

a) Bahan Hukum Primer 
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Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian 

terdiri dari: 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan 

Agama. 

4. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadiian. 

5. Kompilasi Hukum Islam. 

6. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahim 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hokum 

primer, terdiri dari: 

1. Buku-bukiL 

2. Artikel Ilmiah. 

3. Arsip-arsip yang mendukung, 

4. Publikasi dari iembaga terkait. 

c) Bahan Tersier 

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan sekunder, yaitu: 

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Teknik Pengumpulan Data 
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Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan: 

a. Studi Kepustakaan. 

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-

konsepsi. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara atau interview merupakan Tanya jawab secara lisan 

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam 

proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang 

berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi (interviewer) 

dan pihak lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi (responden). 

Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim yang ditunjuk 

sebagai Mediator di Pengadiian Agama Palembang dan dengan para 

pihak yang berperkara, 

c. Observasi 

Observasi merupakan aktivitas atau pengamatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian, observasi dilakukan penulis untuk mengamati cara 

penyeiesaian perkara perceraian di Pengadiian Agama Palembang. 

Analisis Data 

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
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responden secara tertulis secara lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti 

sebagai sesuatu yang utuh 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari sebagai 

berikut: 

BAB I : Merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Defmisi Operasional, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB n : Merupakan bab Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Tinjauan 

Umum Tentang Pericawinan, Tinjauan Umum Tentang Perceraian, 

Tinjauan Umum Tentang Mediasi, Peran dan Fungsi Mediator dan 

Proses Mediasi. 

BAB II I : Merupakan bab pembahasan yang berisikan akibat hukum apabila 

salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan mediasi perkara 

perceraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam kelanjutan 

proses persidangan akibat ketidakhadiran salah satu pihak yang 

berperkara. 

BAB rv : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 
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